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Tulisan ini menganalisis bagaimana kebijakan larangan impor pakaian bekas yang diberlakukan pemerintah
Indonesia ditinjau dari sanitary and phytosanitary sertaimplikasinya terhadap industri pakaian dalam negeri
dan kesgjahteraan masyarakat. Tulisan ini disusun menggunakan metode penelitian yuridis normatif.
Kebijakan larangan impor pakaian bekas yang diberlakukan pemerintah Indonesiaialah melalui peraturan
menteri perdagangan yang melarang adanyaimpor pakaian bekas. Akan tetapi, kebijakan pemerintah
Indonesia dihadapkan dengan kesepakatan SPS dalam keanggotaan WTO. SPS Agreement merupakan
perjanjian penerapan tindakan sanitasi dan fitosanitasi yang mengatur mengenai perlindungan lingkungan
kesehatan dalam perdagangan internasional. Dilihat dari Perjanjian SPS, kebijakan pemerintah Indonesia
tentang larangan impor pakaian bekas didasarkan pada dasar perundang-undangan dan fakta kepastian
hukum di beberapa bidang, termasuk kebijakan perdagangan yang bertujuan untuk melindungi industri
tekstil dalam negeri dan konsumen dari penyakit dan virus yang dibawa oleh pakaian bekas. Larangan impor
pakaian bekas juga memberikan dampak pada berbagai aspek yaitu aspek kesehatan, ekonomi dan
[ingkungan.

...... This article analyzes how the Indonesian government's policy of banning used clothing importsis
implemented from a sanitary and phytosanitary perspective and itsimplications for the domestic clothing
industry and community welfare. This article was prepared using normative juridical research methods. The
Indonesian government's policy of prohibiting the import of used clothing is through a Minister of Trade
regulation which prohibits the import of used clothing. However, the Indonesian government's policy is
faced with the SPS agreement in WTO membership. The SPS Agreement is an agreement on the
implementation of sanitary and phytosanitary measures that regulate the protection of the health
environment in international trade. Judging from the SPS Agreement, the Indonesian government's policy
regarding the ban on imports of used clothing is based on the basis of Iegislation and the fact of legal
certainty in several fields, including trade policy which aims to protect the domestic textile industry and
consumers from diseases and viruses carried by used clothing. The ban on importing used clothing also has
an impact on various aspects, namely health, economic and environmental aspects.
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